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TENTANG

KECAMATAN
URAHAN JATIJAJAR KE
KOTA DEPOK

DAN KELURAHAN
CAMATAN TAPOS

LURAH JATIJAJAR,
rangka mewujudkan penyelenggaraan

ik sesuai dengan asas penyelenggaraan

pelayanan publ
an kepastian

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudk
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan

penyelenggaraan pelayanan, setiap  penyelenggara

pelayanan wajib menetapkan Standar Pelayanan;
melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan

ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Mente
2014

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
tentang Pedoman Standar Pelayanan, menyatakan bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun,
menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta
menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan
kondisi lingkungan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Lurah
tentang Standar Pelayanan Kelurahan di Lingkungan
Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos - Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
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10.

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016
Nomor 10)

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111
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Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2022 Nomor 5);

11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Daerah Kota Depok
Tahun 2022 Nomor 98).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Standar Pelayanan Publik Kelurahan di Lingkungan
Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos - Kota Depok.

KEDUA : Standar Pelayanan dan Jenis Pelayanan:

Kelurahan Jatijajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
L

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Keputusan ini.

KETIGA : Maklumat Pelayanan Kelurahan, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagimana dimaksud pada Diktum
KEDUA digunakan sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 04 Januari 2023

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

